
GUBERNUR RIAU

Menimbang

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN TANGI{AP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan Peratutan Daerah Provinsi Riau

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap

perlu menetapkan Peraturan Gubcrnur Tentang Petunluk
ielaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun
2017 Tentang lzin Usaha Perikanan Tangkap;

Mengingat Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah S\"atantra Tingkat i Sumatra
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
i't2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona

Ekonomi Ekslusif lndonesia (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3260);

Undang-Undang Nomor 5 Tahlln l99O icntang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosislemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan LingkLtngan Hidup (Lemba.an Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomot 3699);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20021 Nomor
118, T€rmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Palak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo. 5049);
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7.

B,

9.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemqrintahan Daerah (Lembaran Negara ReoLb.ik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintch.,n Daercl- {L, mbi run N(ga-i, R,publik
Indonesia Tahlln 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.08/MEN/20 1 2 tentang Kepelabuhan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
02/MEN/2011 tentang .Jalur Penanflkapan Ikan dan
Penempatar] Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7l/PERMEN KP/2016
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang
Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Pcrikanan Nomo. PER
30/MEN/2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
57lPERMEN KPl2Ol4 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Mcntcri Kelautan dan Perikanan Nomor PER
30/MEN/2012 Lentang Usaha perikanan Tangkap di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Ncgara Republik lndonesia;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
10/PERMEN KPl2)l3 tentang Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan;

12. Peraturan Mcntcri KcLautan dan Perikanan Nomor
PER.IB/PERMEN KPl2A14 tcntang Wilayah Pengelolaan
Perjkanan Republik Indonesia;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
PER.O1/PERMEN KPl2A15 tentang Penangkapan Lobster.
Kepiting dan Rajungan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
PER.O2/PERMEN KP I 2A15 tentan!{ Larangan Penggllnaan
alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (?/1 als) dan Pukat Tarik
(Seines l{els) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2017
tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 20i7 Nomor 5);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN
TANGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Prop.nsi adalah Pror irsi Riar,.

2. Gubernur adalah Gubernur Riau.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau.

4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMIvI-SP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanzrn Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau.

6. lkan adalah segala
sebagian dari siklus
perairan.

jenis organisme yang seluruh atau
hidupnya berada di dalam ekosistem

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan
dalam suatu bisnis perikanan.

8. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan
dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi,
produksi, pcngolahan dan pemasaran.

9. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang
berbasis pada kefliat.ln penangkapan ikan d.an/atau
kegiatan pcngangkLLtan ikan.

10. Orang adalah orang perseorangan atau perusahan
perrkanan.

1 1. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan
us-ha di bidang pe1i16n6n b"ik nerupakan oadan hrLum
maupun bukan badan hukum.

l:. Pcranggung janab pcru*,ha. n adal.h orang yang
bertanggungjawab terhadap perusahaan yang melakukan
usaha perikanan tangkap.

13. Pemilik kapal adalah perseorangan warga negara Repubiik
Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap.

14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Riau yang
selanjutnya disingkat wPP Provinsi Riau adalah wilayah
plngt olccr pcrikanin u-tuk pcnungk 'o rn .kun lung
mcliputi WPP 571 dan 7 I i .
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15. Nelayan adalah yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

i 6. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan
ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik
yang tidak menggunakan kapal pcnangkap ikan maupun
yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling
besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

17. Rencana Usaha perikanan tangkap yang selanjutnya disebut
rencana usaha, adalah dokumen yang berisi rencana
tahapan kegiatan dalam meu'ujudkan usaha perikanan
tangkap.

18. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan
di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan,
dcngan alal a au ca_a dpJpLln. tcamasLk kepia .n vane,
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menanllani, mengolah dan/atau
mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan kome.sil.

19. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus
melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

20. Kapal perikanan adalah kapal, pcrahu, atau alat apung lain
yang digunakan Llntuk mclakukan penangkapan ikan,
mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan
'kan, pengs69kLran 'kar. peng, lahan ikan. pe]atih.-rn
perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

21. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk
menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.

22. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memjlikj palkah
dan/atarL secara khusus digunakan untuk mengangkut,
memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,
mendinginkan dan/ atau mengawctkan ikan.

23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik
langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan
dan membina.

24. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan
atau benda-benda lainnya y.1ng cligunakan untuk
menangkap ikan.

25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat
SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk
mclakukan usaha perikanan dengan mcnggunakan sarana
produksi yang tercantum dalam izin tc.sebut.

26. Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disingkal
SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan pcnangkapan ikan yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP.

27. Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya
disingkat dengan SIKPI adalah izin tertulis yang harus
dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengangkutan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari SIUP.



28. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang selanjutnya
disingkat BPKP adalah surat keterangan yang harus climiliki
nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
yang menggunakan 1 (satu) Kapal berukuran paling besar
10 (Sepuluh) Gross Tonage (GT) untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-ha ri.

29. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan
untuk beroperasi di wilayah perairan Provinsi Riau yang
merupakan bagian dari WPP Negara Republik Indonesia
berdasa.kan estimasi potensi sumberdaya ikan yang
ditetapkan.

3O. Perluasan Alokasi adalah penambahan jumlah kapal
dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan
dan yang belum tercantum dalam SIUP.

31. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau
pelabuhar.r umum sebagai tempat kapal perikanan
bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi
perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
pelayaran dan kegiatait penunjang perikanan.

32. Pelabuhan singgah adalah pelabuhan perikanan atau
pelabuhan umum sebagai tempat kapai perikanan singgah
untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional
lainnya.

33. Pelabuhan bongkar adalah pelabuhar perikanan atau
pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam
usaia perikanan tangkap terpadu melakukan bongkar ikan.

34. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau
pelabuhan umum sebagai rempat kapal perikana-} untuk
memuat ikan dan mengisi perbekalar-r atau keperluan
operasional lainnva.

BAB II
USAHA PENANGKAPAN IKAN

pasal 2
(1) Usaha penangkapan ikan meliputi :

a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal
penangkapan ikan ya:rg dioperasikan secara tunggal; dan

b. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat
tangkap lainnya.

(2) Usaha penangkapan ikan dengal menggunakan alat tangkap
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu
Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan Alat
tangkap statis.

(3) Izin usaha penangkapan ikan dengan menggunakan Alat
tangkap statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada daerah yang telah ditentukan pada
koordinat diluar alur pelayaran.
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TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PERIKANAN

12)

pasal 3

Rencana Usaha Perikanan I angkap melrpr rr :

a. rencana lnvestasr;

b. rcncana kapal; dan

c. rencana operasronal,

pasal 4

Setiap pelaku usaha penangkapan ikan dan pengangkutan
ikan, baik pribadi maupun badan usaha dalam mengurus
dokumen perizinan wajib mengisi Rencana Usaha
Perikanan Tangkap.

Rencana Usaha Perikanan Tangkap scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) mc.upakan rincian dari seluruh aktifitas
usaha penangkapan ikan menyangkut sarana dan
prasarana yang dimiliki sampai kepada sumber pembiayaan
dalam rangka operasional usaha penangkapan ikan.

Usaha perikanan tangkap dibe.i izin apabila penilaian
terhadap rencana usaha dinyatakan layak dan rencana
usaha diisi dengan baik dan benar sesuai dengan yang
dipersyaratkan.

Pemohon wajib melampirkan Rencana Usaha Perikanan
Tangkap yang telah diisi dan menjadi dalam pengajuan
perizinan usaha perikanan tangkap.

Format Rencana Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercanLum dalam Lampiran IA dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(rj

{3)

(r)

(3)

(4)

(5)

(2)

Pasal 5

Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a terdiri dari :

a. rencana kegiatan; dan
b. daerah usaha.

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan jenis kegiatan yang akan dilakukan
dalam kegiatan usaha perikanan tangkap, meliputi kegiatan
penangkapan ikan, kegiatan pengangkutan ikan serta
kegiatan pengangkut dan pengumpul ikan.

Daerah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {11 huruf b
merupakan daerah yang direncanakan sebagai tcmpat
penangkapan ikan dan tempat kapal berlabuh, meliputi
daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan serta
pclabuhan muat/singgah dan pclabuhan pangkalan.

Pasal 6

(1) Rencana kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b merupakan jumlah kapal perikanan dan sarana



(:2)

usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha
perikanan tangkap.

Rencana kapal sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) berupa
identitas kapal perikanan seperti grosse akta kapal, tempat
pendaltaran kapal, pemilik kapal sesuai dengan grosse
akta, jumlah dan ukuran kapal perikanan serta jenis dan
jumlah alat tangkap yang digunakan.

Sarana usaha yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada
ayzrt (1) berupa sarana kanto., dermaga, cold storage sert.i
pab.ik es yang digunakan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan kegiatan usaha.

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

(1) Rencana operasionai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c terdiri dari :

a. rencana produksi;

b, rencana pemasatan;

rencana penggunaan tenalla kerja; dan

rencana pemblayaan.

Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a memuat tentang daftar target jenis-jenis ikan yang
diperoleh berdasarkan jenis usaha penangkapan atau
pengumplrlan serta jumlah prod uksinya.
Rencana pemasaran sebagaimana dimakslld pada ayat (1)
huruf b memuat tentang Rencana Pemasaran Hasil
Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negeri dan/atau
tujuan Ekspor

Rencana penggunaan tenaga kerja sebagnimana dimaksud
pada ayat (l) hllrLlf c rnemuaL tentang jumlah Lenaga kerja
baik orang Indonesia maupun asing yang dipeker.jakan
berdasarkan keahliannya.

Rencana pcmbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d memuat tcntang biaya investasi Ltntuk pengadaan
kapal dan sarana usaha lainnya serta sumber pembiayaan
yang berupa modal sendiri atau pinJaman.

Pasal 8

Jumlah kapal sebagaimana dimaksud daiam pasal 6
ayat (1) termasuk pengadaan kapai baru.

Pengadaan kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat dilakukan dengan cara membeli, membangun atau
memodifikasi.

Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan
pengadaan kapal baru harus mcndapat persetujLran/izin
pengadaan dari Gubernur melalui Kcpala Dinas.

Surat persetujuan pengadaan kapal yang ditc.bitkan oleh
Dinas digunakan sebagai rekomendasi teknis bagi pemilik
kapal untuk menerbitkan dokumen kapal darl Kementerian
Perhubungan.

d

(2)

(3)

(41

(s)

(4)
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(5) Pcrmohonan izin pengadaan kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur
melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

a, Fotokopi KTP;

b. Fotokopi NPWP Propinsi;

c. Fotokopi Akta pendirian untuk Badan Hukum
perusahaan/ koperasi;

d. Gambar rcncana kapal perikanan (khusus mcmbangun
kapal baru);

e. Rencana Wilayah penangkapan; dan

f. Alat tangkap yang digunakan.

(6J Formal permohonan dan persctuju.tn pengadaan kapal
pL.ikanan r.rcJn rm d.l"m Lampi'i,r lB d; n IC yrng
mcrupak-n bagia' ridak erpislhkcn dari Ptra uri,n
Gubernlrr ini.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pasal 9

(1) Permohonan penerbitan SIUP diajukan oleh perorangan atau
Badan Hukum Indonesia kepada DPMPISP.

(2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk usaha perorangan harus melampirkan :

a. Formulir pcrmohonan;

b. Rencana Usaha;

c. Fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk;

d. Surat keterangan domisili usaha dari Dcsa/Kelurahan;

e. Fotokopi NPWP Provinsi;

f. Pas Photo ukuran 4 cm x 6 cm (berwarna) i lembar;

g. Surat Keterangan pelabuhan pangkalan, daerah
penangkapan ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

h. Untuk alat tangkap lainnya wajib mellcantumkan posisi
pemasangan alat tangkap;

i. Surat keterangan penangkapan/ pengangkutan ikan darl
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

j. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal
atau penanggungJawab yang menyaLakan:

1. kesediaan mematuhi dan mclaksanakan semua
k(rcn Lan dan pcraturan yang berlakr.

2. kebenaran data dan jnformasi yang disampaikan.

k. Surat Rekomendasi dari Kcpala Dinas Perikanan
KabupaLen / Kota.
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(3) Seluruh kelengkapan untuk masing masing persyaratan
sebagaimana dimaksud pad.1 ayat (2) dibuat sebanyak
2 (dua) rangkap.

(4) Permohonan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Perusahaan Perikanan dan sejenisnya yang
berbadan Hukum Indonesia harus melampirkan :

a. Formulir permohonan;

b. Rencana Usaha;

c. Fotocopl NPWP Provinsi;

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemiLik atau
n, nrnuo rnoiav,eh nen rer,h. . ..... ..c4 n;

e. Surat keterangan domisili usaha dari Desa/Kelurahan;

f. Pas Photo ukuran 4 cm x 6 cm (berwarna) 1 lembar;

g. Akte Pendirian;

h. Surat kctcrangan pelabuhan pangkalan, daerah
penangkapan ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten/
Kota;

i. Laporan Keuangan dan pajak;

j. Daftar Personalia Perusahaan;

k. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal
atau penanggungiawab yang menyatakan I

i. Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua
ketentuan perundang unclangan; dan

2. Kebenaran data dan inlormasi yang disampaikan.

i. Untuk alat tangkap statis wajib mencantumkan posisi
pemasangan alat tangkap;

m. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan
Kabupatcn/ Kota; dan

n. Surat keterangan pelabuhan lapor (krgbook).

(5) Format formulir permohonan, Surat keterangan pelabuhan
pangkalan, daerah penangkapan ikan dari Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota, Pernyataan kesediaan mematuhi dan
melaksanakan semua ketentuan pcrllndanF,-undangan,
Pernyataan kebenaran data cLan inlormasi yang
disampaikan, dan SuraL Rekomendasi dari Kepala Dinas
Perikanan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I D,
II A, II B, Il C, dan ll D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubcrnur ini.

(6) Seluruh kelcngkapan unluk masing-masing persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat {41 dibuat 2 {dua) rangkap.

Pasal 10

(l) Pencrbitan SIUP oleh DPMPI'SP dilakukan sctelah mendapat
pertimbangan teknis dari Dinas.

(2) Masa beflaku SIUP selama yar.lg bersangkutan melakukan
usahanya.
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Bagian Kedua
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIpI)

Pasal 11

(1) Permohonan SIPI diajukan oleh perorangan atau Badan
Hukum lndonesia kcpada DPMPISP dengan melampirkan
persyaratan sebagai bcrikut :

a. Fotokopi SIUP;

b. Fotokopi grosse akte;

c. Fotokopi gambar rencana umum/desain kapal (general
a rra ngc men l):

d. Melampirkan data kapal dengan lormat yang berlaku,
meliputi :

1. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal;

2. Spesifikasi Teknis kapal dan Alat penangkap jkan;

3. Surat L kur Kapal: d.r.
4. Laporar.r hasil pemcriksaan Fisik kapal (Asli)

dilengkapi dengan dokumentasi.
(3. Rencana target spesies penangkapan ikan;

f. SuraL pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan I

l Kcsanggupan untuk mcnjaga keicstarian Sumberdaya
Ikan, lingkungan dan tindakan konservasi;

2. Kesanggupan untuk mengisi Log Book dan
mcnggunakan nakhoda dan ABK kewarganegaraan
In donesia;

3. Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua
ketentuan perundang undangan ;

4. Kebenaran data dan informasi;

5. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar
kapal yang melakukan penangkapan ikan yang tidak
sah, tidak dilaporkan dan ridak diatur (lUU fishing);

g. Bukti pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan;

h. Surat Keterangan pelabuhan pangkalan, pelabuhan
singgah dan pelabuhan pendaratan ikan yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota yang
bcrsangkutan; dan

i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kab/ Kota yang bersangkutan.

(2) Format formulir Spesifikasi Teknis kapal, Alat penangkap
ikan, Pernyataan kesanggupan menjaga kelestarian
Sumberdaya Ikan, lingkungan dan tindakan konservasi,
Pernyataan kesanggr;pan mengisi Log Book dan
menggunakan nakhoda dan ABK kewarganegaraan lndonesia
serta menggunakan kapal yang tidak terlibat IUU lishing,
tercantum dalam Lampiran III A, III B, IIi C, dan III D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraLuran
Gubernur ini.
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(3) Seluruh kelengkapan untuk masing masing persyaratan
scbagaimana dimaksud pada ayar (t) dibuat 2 (dual rangkap.

Pasal 12

(1) Penerbitan SIPI oleh DPMPTSP dilakukan setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Dinas

(2) Masa berlaku SIPI diberikan sclama jangka waktu 1 (satul
tahun.

Bagian Ketiga
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 13

(l) Permohonan SIKPI diajukan oleh perorangan atau Badan
Hukum Indonesia kepada DPMPTSP dcngan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

a. Fotokopi SIUP;

b. Fotokopi grosse akte;

c. Spesilikasi teknis kapal penangkut ikan yang digunakan;

d. Fotokopi gambar rencana umum/desain kapal (general
arrangement);

e. Melampirkan data kapal dcngan format yang bcrlaku :

1 . Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal;

2. Sural Ukur Kapai; dan

3. Laporan hasil pemeriksaan Fisik kapal {Asli) dilengkapi
dengan dokumentasi.

f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :

1. Kesanf{gupan untuk menjaga kelestarian Sumberdaya
Ikan, lingkungan dan tindakan konservasi;

2. Kesanggupan untuk menggunakan nakhoda dan ABK
kewarganegaraan Indonesia;

3. Kesediaan mematuhi dan melaksanakan scmua
ketentuan perundang-undangan;

4. Kebenaran data dan informasi; dan

5. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daitar
kapal yang melakukan pengangklltan ikan yang tidak
sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (lUU fishing);

g. Bukti pembaya.an Retribusi lzin Usaha Perikanan;

h. Surat Keterangan pelabuhan pangkalan, pelabuhan
singgah dan pelabuhan tujLran -yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Pcrikanan clan KclauLan Kab/Kota yanlj
bersangkutan;

i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kab/ Kota yang bersangkutan;

J. Untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan
nelayan, berupa daftar nama senLra kegiatan neiayan
yang mcnjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang
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disahkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kora;
dan

k. Untuk kapal pengangkut ikan tujuan eksport berupa :

1. rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;

2. fotokopi passport dan buku pelaut (seaman book);

3. foto nahkoda 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 lembar;
dan

4. daftar Anak buah kapal.

(2) Format spesilikasi teknis kapal penangkut ikan yang
digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat {11 hurul c
Ierccrnru-n dalam Lamp;ran Ill E dan ml.rupakan bagi.n yr,n;
tidak terpisahkan dari Peraturan Cubernur ini.

(3) Seluruh kelengkapan untuk masing-masing persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dual rangkap.

Pasal 14

(1) Pencrbitan SIKPI oleh DPMF'ISP dilakukan setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Dinas.

(2) Masa berlaku SIKPI diberikan sclama jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Bagian Keempat
Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

Pasal l5

Kapal-kapal perikanan dengan besar diatas 5 GT sampai
dengan 10 GT wajib memiliki Bukti Pencatatan Kapal
Perikanan.

Untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perjkanan harus
mengajukan permohonan kepada DPMPISP dengan
melampirkan persyaratan :

a. Fotokopi KTP;

b. Fotokopi NPWP Provinsi Riau;

c. Pas phoLo warna ukuran 4 x 6 cm 1 lembar;

d. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;

e. Spesitikasi kapal penangkap/ pengangkut ikan;

f. Fotokopi Pass Kecil/pas Besar/Surat ukur;
g. Fotokopi BPKP (bagi perpanjangan / pcrubahan);

h. Surat pernyataan kepemilikan hanya 1 (satu) unit kapal
penangkapan yang diketahui oleh Kepala Dinas
Perikanan Kabupaten/ Kota setempat bcrmaterai cukup;

i. Untuk kapal dengan Llkuran besar dari 5 GT sampai
dengan 6 cT (>5 cT sampai dcngan < 7 (iT), jika tidak
memiliki surat ukur scmcnta.a dan/atau pas tahunan
cukJp drnBan pcrnJalaan dari lJkang ata I surJl
galangan;

tt)

12)
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j. Untuk kapal dengan ukuran besar diatas 7 CT sampai
dengan i0 GT melampirkan fotokopi gross akte;

k. Laporan hasil tangkapan ikan (untuk perpanjangan/
perubahan); dan

L Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.
Format Surat pernyataan kcpemilikan hanya 1 (satul unit
kapal penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h tercantum dalam Lampiran lll F dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Cubernur ini.
Seluruh kelengkapan untuk masing masing pcrsyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuar 2 (dua) rangkap
Pemohon yang memiliki kapal perikanan lebih kecil dari
10 GT dan mempunyai lebih dari satu armada harus
membayar retribusi perikanan.

Pemohon yang memiliki lcbih dari satu kapal perikanan
tidak dikategorikan sebagai nelayan kecil, dan untuk
mendapatkan izin usaha perikanan (SIUP, SIPI dan SIKPI)
pemohon melampirkan persyaratan sama dengan
persyaratan Izin Usaha Perikanan (SIUP, SIPI dan SjKPi)
kapal perikanan yang berton.lgc lO CT sampai dengan 30
GT.

Pasal 16

Penerbitar.r BPKP oleh DPMPISP dilakukan setelah mendapar
pcrtimbangan tcknis dari Dinas.

Masa berlaku BPKP diberikan seLama jangka waktu I (satu)
tahun.

(s)

t6)

(4)

(1)

(2)

Pasal 17

(1) Pemeriksaan tisik kapal penangkap/ pengangkut ikan dan
alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan
SIPI/SIKPI, Perubahan spesifikasi kapal, Perubahair
spesifikasi alat penangkap ikan, perpanjanilan tahun kedua
atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri.

(2) Pcmeriksaan fisik kapal penangkap/ pengangkut ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam
negeri oleh petugas cek fisik yang telah mempunyai nomor
brevet.

(3) Hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap/ pengangkut ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan hasil
pemeriksaan [isik.



t4

BAB V
PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN PERGANTIAN

PERIZINAN

Bagian Kesatu
SIUP

Paragiaf 1

Perubahan

Pasal 18

(1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan :

a. Penanggung jawab/ kepemilikan;

b. Domisili Llsaha;

c. Perluasan alokasi;

d. Pengurangan alokasi;

e. Daerah penangkapan;

f. Peiabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan
singgah, atau pelabuhan muat;

g. Alat penangkapan ikan; dan/atau
h. Ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal

pengangkut ikan.

(2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan setelah 6 {enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.

(3) Waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimakslrd pada ayat (2)
dikecualikan dalam hal adanya kebijakan pemerintah dalam
pengelolaan perikanan dan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(4) Perluasan alokasi dapat diajukan setclah merealisasikan
seluruh aiokasi yang tercantum dalam SIUP dengan
memperhatjkan estimasi potensi sumber daya ikan.

(5) Pcngu.angan alokasi dilitkukan berdasarkan permohonan
yang diajukan atau apabila dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan tidak dapat
merealisasikan seluruh rencana usahanya, SIUP diganti
sesuai dengan realisasi rencana usaha.

Pasal 19

(1) Setiap orang untuk melakLrkan perubahan SIUP mengajukan
permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan
persyaratan:

a. Fotokopi SIUP yang akan diubah;

b. Jenis perubahan SIUP yang diminta;

c. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data
dan infor masi yang d sar pai<ar: di,n

d. Pas Photo dan specimen tanda tangan, untuk perubahan
penanggunglawab.
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(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (ll, DPMPI'SP meiakukan peniiaian terhadap
kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan
yang hasilnya berupa persetujuan aLau penolakan.

(3) DPMPTSP menerbitkan SIUP perubahan setelah mendapat
rekomendasi teknis dari Dinas.

(4) Apabila permohonan pe.Lrbahan SIUp sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dirolak, DpMpTSp menyampaikan
penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

(5) SIUP perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah
dilakukan pei-ubahan dikembalikan kepada DpMpISp

Pa.ragtaf 2
Penggantian

pasal 20

(l) Penggantian SIUP diiakukan apabila SIUP asli rusak atau
hilang.

(2) Setiap orang yang akan melakukan pcngllantian SIUP harus
mengajukan permohonan kepada DPMFTSP melampirkan
persyaratan:

a. SIUP asli dan/atau fotocopi dalam hal SIUP rusak atau
surat kcterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP
hiiang; dan

b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data
dan informasi yang disampaikan-

DPMF'ISP menerbitkan SIUP pengganti apabila tetah
mcndapat rekomendasi Lcknis dari Diners.

Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan
dipergunakan untuk kepentillgan yang merugikan negara
dan/atau pihak lain, SIUP penggar.iti dicabut.

Bagian Kedua
SIPI

Paragraf I
Perubahan

Pasal 2l

Perubahan SIPI hanya dapat diajukan sctclah jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak SIPI direrbitkan.

Perubahcn SlPl dilakukan cpaoi.a rerdapar pcrubahan :

A. SIUP;

b. Spesifikasi kapal penangkap rnarr;

c. Alat penangkapan ikan;

d. Daerah penangkapan; dan / atau

e. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar atau
pelabuhan singgah.

(3)

\4)

(1)

(2)
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(3) Setiap orang untuk melakukan pe.ubahan SIpl mengajukan
permohonan kepada DPMP'l'Sp dengan melampirkan
persyaratan I

a. Fotocopy SIUP Perubahan:

b. Fotocopy SIPI yang akan diubah;
c. Jenis perubahan SIPI yang diminta;
d. Surat pernyataan bermaterai cukLrp atas kebenaran data

dan ir.rformasi yang disampaikan; dan

e. Laporan hasil pemeriksaan lisik.
(4) DPMPISP menerbitkan SIPI perubahan setelah mendapat

rekomendasi teknis dari Dinas.

{5) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai
dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.

(6) SIPI yang lama dikembalikan kcpada DPMpTSp pada saat
pengambilan SIPI Perubahan.

(2)

(r)

(1)

pas l 22

Peme ksaan fisik kapal penangkap/ pengangkut ikan harus
mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan
pemeriksaan tisik alat penangkap/ pengangkut ikan
mengacu kepada spesifikasi teknis alat penangkapan
penangkap/ pengangkut ikan.

Petugas pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik kapal
dan/atau alat penangkap/ pengangku L ikan clan membuat
Laporan Hasil pemeriksaan lisik.

Paragraf 2
Perpanjangan

pasal 23

Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku SIPI berakhir.

Setiap oral-rg untuk melakukan pcrpanjangan SIPI harus
mcngajukan permohonan kepada DPMPTSP, dengan
melampirkan persyaratan :

a. Fotokopi SIUP;

b. Fotokopi SIPI;

c. Fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan;

d. Bukti pembayaran retribllsi perikanan;

e. Surat keterangan dari Kepaia Pelabuhan tempat kapal
tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal
tersebut berpangkalan dan meudaratkan ikan hasil
tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang
tercantum dalam SlPl;

f. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan
Laporan Kegiatan Penangkapan {LKP); dan

(2)



(2)

(31

-71

g. Surat pe.nyataan bermatcrai cukLLp clari pemilik kapal
atau penanggung jawab perusahaan ya1-rg menyatakan :

1. Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan
fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan
ll<an;

2. Melampirkan dokllmenlasi alat penangkap ikan dan
mesin kapal {pe.panjangan tahun pertama)

3. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK
berkewarnegaraan Indonesia sesuai ketentuan
peratLi.an perundang-undangan; dan

4. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(3) Format Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan
Kegiatan Penangkapan (LKP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran III G dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 24

Untllk perpanjangan SIPI tahun kedua, pemohon harus
melampirkan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal.

DPMPISP menerbitkan SIPI perpanjangan setelah mendapat
pertimbangan Teknis dari Dinas

Masa berlaku SIPI Perpanjangan dibe.ikan selama jangka
waktu 1 {satu] tahun.

Paiagraf 3
Penggantian

pasal 25

Penggantian SIPI dapat dilakukan apabila SIPI asli rusak
atau hilang.

Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus
mengajukan permohonan kepada DPMPISP dengan
melampirkan persyaratan I

a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau su.at keterangan
hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang;

b. Surat pernyataan beimaterai cukup atas kebenaran data
dan informasi data yang disampaikan.

DPMPISP menerbitkan SIPI pengganti apabila telah
mendapat pertimbangan Leknis dari Dinas.

Apabila dikemudian hari per'1a-JrJn )i nd dil"mpirk.-'r,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan
dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara
dan/atau merugikan pihak lain, SIPI yang dilaporkan hilang
dan SIPI pcngganti djcabut.

Penggantian SIPI tidak dikenak.rn retribusi .

(1)

(1)

12)

(3)

(4)

(s)
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Bagian Ketiga
SIKPI

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 26

(1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak SIKPI diterbitkan.

(2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan :

A. SIUP.

b. Spesifikasi kapai pengangkut ikan.

c. P.labJh,ln pandkclrn. ptiabul an borgkarTmuar areu
pelabuhan singgah dan tujuan.

(3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI
mcngajukan permohonan kcpada DPMPTSP dengan
melampirkan persyaratan :

a. Fotocopy SIUP Pcrubahan;

b. Fotocopy SIKPI yang akan diubah;

c. .Jenis perubahan SIKPI yang diminta;

d. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data
dan inlormasj yang disampajkan; dan

e. Laporan hasil pemeriksaan fisik.

(4) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai
dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.

Pasal 27

(ll Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3), DPMPTSP melakukan penilaian terhadap
kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan
yang hasilnya berupa persetujuan atau pcnolakan.

(2) DPMPISP menerbitkan SIKPI perubahan setelah mendapat
rekomendasi teknis dari Dinas.

(3) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1J ditolak, DPMPI'SP menyampaikan
penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

(4) SIKPI perubahan diberikan apabila SIKPI lama yang telah
dilakukan perubahan dikembalikan kepada DPMPfSP.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 28

(1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku SIKPI berakhir.

(2) Setiap o.ang Llnluk melakukan perpanjangan SIKPI harus
mengajukan permohonan kepada DPMPfSP, dengan
meiampirkan persya.atan :
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a. Fotokopi SIUP;

b. Fotokopi SIKPI yang diperpanlang;

c. Fotokopi grossc akta atau buku kapal pcrikanan;
d. BukLi pembayaran retribusi perikanan;

e. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal
tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal
tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasjl
tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang
tercantum dalam SIKPI;

f. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan
Laporan Kegiatan Pengangkut (LKp);

g. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapai
atau penanggung jawab pcrusahazrn yang menyatakan :

1. Kapal Pengangkut ikan tidak terdapat perubahan
fungsi, spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan;

2. Melampirkan dokumentasi kapal pengangkut ikan
dan mesin kapal (pcrpanjangan Lahun pertama)

3. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK
berkewarnegaraan lndonesia sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(3) Format Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan

Pengangkut (LKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f tercantum dalam Lampiran lll I-l dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini_

pasal 29

(1) Berdasarkan pcrmohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2), DPMPISP melakukan penilaian Lerhadap
kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan
yang hasilnya berupa persetujuan atau pcnolakan.

{2) DPMPTSP mencrbitkan STKPI perpanjangan setelah
mendapat rekomendasi tcknis dari Dinas.

(3) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana
dimaksud pada ayat {lJ dirolak, DpMpTSp menyampaikan
penolakan kepada pemohon dlsertai alasan penolakan.

(4) SIKPI perpanjangan diberikan apabila SIKPI lama yang telah
dilakukan perpanjangan dikcmbalikan kcpada DPMPTSp.

Paragraf 3
Penggartian

Pasal 30

(1)Penggantjan SIKPI dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau
hilang.

(2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus
mengajukan permohonan kepada DpMpTSp melampirkan
pefsyaratan:
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a. SIKPI asli dan/atau fotocopi dalam hal SIKPI rusak atau
surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI
hilang; dan

b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data
dan informasi yang disampaikan.

DPMPI'SP menerbitkan SIKPI pengganti apabila telah
mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan
dipergunakan untuk kcpentingan yang merugikan negara
dan/atau pihak 1ain, SIKPI pengganti dicabut.

Bagian keempat
BPKP

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 31

Perubahan BPKP dilakukan apabila terdapat perubahan :

a. Data Pemilik kapal;

b. Domisili usaha;

c. Nama kapal;

d. Merek Mesin;

e. Daerah penangkapan;

1. Pelabuhan pangkalan;

g. AIat penangkapan ikan;

h.Ukuran kapal penangkap ikan dan / atau ukuran kapal
pengangkut ikan; dan / atau

i. Pcruntukan kapal.

Perubahan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan setelah 6 (enaml bulan sejak BPKP
diterbitkan.
Pcrubahan BPKP scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan dalam hal adanya kebijakan pemerintah dalam
pengelolaan perikanan maupun perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

perubahan BPKP
DPMmSP dengan

{4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 32

(1) Setiap orang untul< mclakukan
mengajukan permohonan kepada
melampirkan persyaratan :

a. Fotokopi BPKP yang akan diubah;

b. Jenis perubahan BPKP yang diminta;

c. Surat pernyataan bermaterai clrkup
dan informasi yang disampalkan.

(21 Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), DPMPISP melakukan pcnilaian terhadap

dan

atas kebenaran da|a



2t

kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan
yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

(3J DPMPi'SP menerbitkan BPKP perlrbahan setelah mendapat
rekomendasi teknis dari Dinas.

(4J Apabila permohonan perubahan BPKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2J ditolak, DPMPI'SP menyampaikan
penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

(5) BPKP pen-rbahan diberikan apabila BPKP lama yang telah
dilakukan per-ubahan dikembalikan kepada DPMPTSP.

Patagraf 2
Penggantian

Pasal 33

(1) Penggantian BPKP dilakukan apabila BPKP asli rusak atau
hilang.

(2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian BPKP harus
mengajukan permohonan kepada DPMPISP melampirkan
persyaratan:

a. Fotocopi dalam hal BPKP rusak atau surat keterangan
hilang dari kepolisian dalam hal BPKP hilang; dan

b. Surat pernyataan bermaterai cukup aLas kebcnaran data'' -raik.rn.yalB u 
'5di 

I rl-

(3) DPMPl'SP menerbitkan BPKP pengganti setelah mendapat
pertimbangan teknis dari D jnas.

(4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan
sebagaimana dimaksLrd pada ayat {2) tidak benar dan
dipergunakan untuk kepcnlingan yang merugikan negara
dan/atau pihak lain, BPKP yang dilaporkan hilang dan
BPKP pengganti dicabut.

(5) Penggantian BPKP tidak dikcnakan retribusi.

Pasal 34

(1) Pcngurusan SIUP, SlPl, SIKPI dan BPKP baru, perpanjangan,
perubahan maupun penggantian dapat diwakilkan orang lain
dengan memberikan Surat Kuasa.

(2) Format Sural Kuasa scbagaimana dimaksud pada ayat {1)
tercantum dalam Lampiran lV A dan me.upakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peratlrran Gubernur lni.

BAB VI
BESARAN TARIF, TATA CARA PEMBAYARAN,

PDNYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

(1) Besarnya retribusi Sural Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
dihitung berdasarkan juml.rh ukuran bcsaran Gross Tonagc
(GT) dikalikan dengan besaran taril pcr alaL tangkap yang
digunakan.
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(2) Besarnya retribusi Surat lzin Kapal pengangkut Ikan (SIKpl)
ditetapkan berdasarkan rumusan taril per Gross Tonage
{cT) dikalikan dengan uku.an Gr-oss 'tonagc (GT) kapal
dikalikan dengan tarif per jenis ikan/udangyang diangkut.

(3) Besaran tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

Wajib Retribusi yang akan membayar reLribusi dilakukan
dengan cara :

a. Pembayaran retribusi dilakukan setelah menerima Surat
Tanda Setoran (STS) dari Bendahara Penerima Dinas, dan
dibayarkan ke Bank daerah dengan nomor rekening yang
telah ditentukan.

b. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar tunai.
c. Bukti dari pelunasan retribusl berupa formulir penyetoian

yang dikeluarkan oleh Bank.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN

TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 37

Gubcrnur melallri Kepala DPMPISP dapaL mcmberikan sanksi
administrasi kcpada pemcgang izin bcrupa bcrupa pencabutan
SIUP/SIPI/SIKPI,

Pasal 38

{3) SIUP dapat dicablrt oleh DPMPTSP apabila :

a. Tidak nelaksanakan ketentuan dalam SIUP;

b. Tidak menyampaikan data dan informasi yang benar;
atau

c. Selama I (satu) tahun bertu.ut turut scjak SIUP
dikcluarkan tidak melaksanakan kcgiatan usahanya.

(4) S]PI dapat dicabut oleh DPMPfSP apabila :

a. Tidak melaksanakan ketenLuan dalam SIUP dan/atau
SIPI;

b. Menggunakan kapal pcrikanan di
penangkapan ikan;

c. Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapj
dengan SIPI tersebut;

d. SIUP yang dimilikj telah dicabur; arau

e. Perusahaan Pcrikanan dinvatakain bersalah bcrdasarkan
kcputusan pengadilan yang tclah mcmpunyai kekuatan
hukum tetap.

(5) SIKPI dapar dicabur olch DPMPISP apabila I

a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam SIUP dan ataLl
SIKPI;

lua r kegi:r lan
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b. Menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan
pengangkutan ikan;

c. Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi
dengan SIKPI te.sebut;

d. SIUP yang dimiliki telah dicabut; atau

c. Perusahaan Perikanan dinyatakan bcrsalah berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 39

(1) Pencabutan SIUP/SIPI/SIKPI dilaksanakan dengan prosedur
dan ra'a , ara sFbaga: ber.kur :

a. Perusahaan perikan an / pcrorangan yang tidak
menyampaikan laporan kegiatan usahanya dalam jangka
waktu seiama 30 hari setelah berakhir masa berlaku SIPI/
SIKPI, diberikan surat teguran (teguran I).

b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diberikan
teguran I, tidak menyampaikan laporan maka diberikan
surat teguran ke II.

c. Apabila dalam waklu 1 (satu) bulan setelah diberjkan
teguran II, tidak menyampaikan laporan maka diberikan
surat teguran ke Ill,

d. Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diberikan
teguran ill, tidak menyampaikan laporan maka
Sl UP/ SlPl/ SIKPI dicabut.

(2) Perusahaan Perikanan / Perorangan pemegang SIUP/SIPI/
SIKPI yang nyata-nyata melanggar ketenLuan dalam SIUP/
SIPI/SIKPI diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran
yang dilakukan.

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENANDAAN I(APAL

Bagian Kesatu
Kewenangan Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 40

Gubcrnur melimpahkan kewenangan pcndaftaran kapal
perikanan di wilayah Provinsi dengan ukuran diatas 5 sampai
dengan 30 GT kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan htLkum Indonesia yang akan
mengoperasikan kapal perikanan berbendera lndonesia di
Wilayah Provinsi berukuran diatas 5 sampai dengan 30 GT,
dan/atau yang sudah punya SIPI/SIKPI/BPKP, wajib
melakukan pendaftaran kapal perikar-rar-r dengan
mengajukan permohonan kcpada Gubernur melalui Kepala
Dinas dengan mclampirkan :
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a. Fotokopi SIUP;

b. Fotokopi bukti kepemilikan kapal (cross akta) atau akta
hipotik dan /atau perubahannya;

c. Fotokopi KTP pemilik kapal/ penanggung jawab
perusahaan:

u. L ULv^wP' JuldL q^qr 
^oPar,

e. Fotokopi sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal
unt,rk kapa penangkcp ikor Jl-u lirrocopi qrflilikb'
keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;

I. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal alau pas Lahunan
atau pas besar/kecil;

g. Surat keterangan pentsnaoLsan dari da'La- Lap"l larg
diterbitkan oleh Negara asal untuk kapal perikanan yang
dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar
di Ncgara asal;

h. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik kapal penangkap ikan,
alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan;

i. Surat pernyataan tertulis dari permohonan yang
menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan; dan

'. F,' u kup"l rampak s.moinq d, r.p,a- uku-"n 5 r l0 ' n

sebanyak 2 lemba. (berwarna).

{21 Kapal perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut
pcndaftaran dan dicatat dalam Buku lnduk Kapal Perikanan
yang diselcnggarakan oleh Dinas serta mcmpcroleh Buku
Kapal Perikanan (BKP).

(3) Penerbitan bukti pendaftaran kapal tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Penandaan Kapal Perikanan

Pasa,l 42

(1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dcngan buku kapal
perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal
perikanan.

(2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. Tanda selar;

b. Kode Kewenangan penerbil SiPl/SIKPI;

c. Tanda Fungsi kapal pe.ikanan;

d. Jenis alat penangkapan ikan;

e. Tanda daefah penangkapan;

f. Tanda jalur penangkapan ikan;

g. Tanda alat penangkapan ikan; dan

h. Nomor register di Buku lnduk Kapal Perikanan.



(3) Pembe.ian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a ditetapkan bcrdasarkan CT, angka yang
menunjukkan besarnya Lonnage kotor, nomor surat ukur)
dan kode pengukuran dari pclabuhan yang menerbitkan
surat ukua.

(4) Pemberian tancla daerah penangkapan rkan sebagaimanir
dimaksud pada ayal (2) huruf e ditelapkan berdasarkan
wilayah pcngelolaan perikanan Ncgara Republik Indonesia.

(5) Pemberian tanda jalur pen.rngkapan ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul f ditetapkan sesuai dengan
wilayah pcngeft)laan perikanan prt>vinsi.

(6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hun_rf g ditctapkan berdasarkan
kodefikasi jer.ris alat penangkapan ikan.

Pasal 43

(l) Bentuk dana tata letak Tancla pcngcnal l(apal perikanan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayar (l) sebagaj
berikut:

a. Tanda Pengenal Kapal dibuat dan dipasar.rg pada baglan
atas srsi kiri dan kanan lambung haluan kapal di bawah
nama kapa1.

b.UnLuk k.rp.il 10 sampai dcngan 30 (]'l'dicat warna dasar
hilam dengan ukuran panjang sekur;rng l<u.angnya 120
{scratus dua puluh) ccntimctcr darn lcbar 25 (dua puluh
lima) centimeter, penulisan norasi huruf kapjtal/angka
dengan warna putih der.rgan ukuran tinggi huruf/angka
paling kurang 15 (lima belas) centimerer.jika kurang dari
dua puluh karakLer, dan paling kurang 12 (dua belas)
centimctcrJika lcbih dari dua puluh karakter.

c. Untuk kapal diatas 5 sampai dcngan l0 GT dical warna
dasar hiLam dengan ukuran panjang paling kurang 80
(deiapan puh-rh) centimcter dan lcbar paling kurang 20
(dua puluh) ccnLimeter, pcnulisan notasi hurut
kapital/angka dengan nzrrna putih paling kurang ukurar-t
tinggi hurul/angka 12 (dua bclas) contimererjika kurang
dari dLra puluh karaktcr, dan paling kurang lO (scpuluh )

centimeterjika lcbih dari dua puluh karakter.
(2) Pembuatan dan pcmasangan tanda pengenal kapal

pe rikanan se bagaimana dimaksud pi:rdi,r :ryat (l) dilakukan
oleh pemilik kapal sesuai kctentllan peraturan perundanfl
undangan sebelum kapal mclakukan kegiaLzln penangkapan
ikan dan/atau pengangkutan ikan.

(3) Untlrk kapal yang lelah memiliki SIPI/SIKPI/BPKP
pcmasangan tanda pengenal ktrpal dilakukan setelah
ncmperoleh Buku Kapal Perikanan.
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BAB TX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Nelayan, Perusahaan Perikanan atau Koperasi yang telah
memperoleh SIUP/ SIPI / SIKPI / BPKP sebelum ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai
berakhirnya masa berlaku izin dan memperbaharui
SIUP/SIPI/SIKPI/BPKP sesuai dcngan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Gubcrnur ini dengan
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

SI RIAU,

TA DAERAII PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR

Ditetapkan di
pada tangflal

Pekanba

Diundangkan
pada tanggal

Admin
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LAMPIRAN IA : PERATURAN

NOMOR :

TANGGAL :

GUBERNUR RlAU

RENCANA USAHA PERIKANAN TANGKAP

1. Rencana Kegiatan

Beri tanda (v) bagi kegiatan yang
direncanakan

kut lkan

2. Daerah Usaha
2.a. Daerah Penangkapan dan Pelabuhan pangkalan

2.b. Pelabuhan N/uaVSinggah dan Pelabuhan Pangkalan

Jenis Kegiatan

Penanqka an lkan

NO Daerah Penangkapan
Pelabuhan
Panokalan

Keterangan

1 Penanqkapan lkan
2 Pengangkut lkan

Penqanqkut dan penqumoul lkan3

No

1

Pelabuhan Muat/singgah
Pelabuhan
Pangkalan

Keterangan

2
3

3. Kapal Perikanan dan sarana yang dimiliki
3 1. Kapal Perikanan yang diajukan

Nama
Rincian

Nomor Gross Akta

,rqqsgqLeIS!94!!a
Tempat Pendaftaran Gross
Akia
Pemilik Kapal sesuai Gross
Akta

Keterangan : Diisi dengan nama kapal yang diajukan dan dilampirkan Gross Aktanya

3.2. Sarana Usaha yang ada

1

Jenrs
Sarana
usana

L0Kasl
Di DL ....

JUmLan
(Bhlun t)

Kapasitas
rerpasang/LUas Buah/unit terpasanq/Luas

r\aPa)rLa)
B!ahfun i terDasrno/i Lras

M2 M2 M2
2 Dermaqa M2 M2 M2
3 Cold

Storaqe
Ton Ton Ton

4 Pabrik Es Ton Ton
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4. Jumlah Kapal Penangkap dan Kapal Angkut
4.a. Jumlah Kipal Penangkap menurut jenis alat tangkap dan Ukuran Kapal/mesin

l

NO Keqiatan Penan Pe um Du lan
Sub
Jml

6. Rencana Pemasaran
6 1 Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negefi

Daei;h P;;;;s[a-p;

r r -l - ]

4.b. Jumlah Kapal Pengangkut lkan dan Ukuran Kapal/mesin

lr

li. Rencana Produksi

Ukuran (GT)

No
Kapal

Pelabuhan J umlah
Muat/Sinqqah

KaDal Anqkut Ukuran (GT)

I 05 - 10

2 '10 '15

3 15 20
4
5

2A-25
2s-50

J um lah

Jenis lkan
Tahun ke

Senanoin

Jumlah

No
Pemasaran
Tahun ke

qqlqm I.lgseIi
21

N N

Senanqin
2 Bawal
3 Tenqqiri
4 dst

Jumlah
Ke-terangan : V= Volume (1.000 ton), N = Nilai (Rp 1 000.000)
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6.2 Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Ekspor

Keterangan : V= Volume (1.000 ton), N = Nilai (Rp. 1.000.000)

7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No
Pemasaran
Tahun ke

Luar Neqeri
2 J umlah

N N N

Senangin
2 Bawal
3 Tenqqiri
4 dst

Jumlah

TenagaKerja
Tenaqa Ke

Jumlah
Managemen Administrasi

Teknrsi

J um lah

B. Rencana Pembiayaan
8.1 Kapal dan Sarana Usaha

8 2 Sumber Pembiayaan

No Uraian Jumlah (dalam iuta ruoiah
Kapal

2 Safana Usaha
Jumlah

Sendiri
P inia ma n

J um lah

Jumlah {dalam iuta ruoiah

24..
Penanggungjawab

Tandatangan dan cap

(-Nama 

PIt. G
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LAMPIRAN IB : GUBERN UR RIAUPERATURAN

NOMOR ,
TANGGAL 

24...

Nomot
Lamplran
Perihal : Permohonan Penqadaan Kapal

Kepada Yth :

Bpk. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Kelautan

dan Perikanan Prov. Riau
dr -

Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah

l Nama

2. Jabatan

3 NamaPerusahaan/Perorangan

4. Alamat

5. No Telpi HP

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Pengadaan kapal (Membangun
Baru/N,4embeli/Modifikasi/mengimport) kapal perikanan. Guna memenuhi persyaratan yang
diwalibkan, terlampir disampaikan :

'1. Kelengkapan persyaratan permohonan pengadaan kapal :

a. Fotokopi KTP
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Propinsi Riau
c. Fotokopi Akte pendirian untuk Badan Hukum (Perusahaan/Koperasi)
d. Gambar rencana umum kapal perikanan (khusus membangun kapal baru)
e. Rencana wilayah Penangkapan
f. Alat Tangkap yang digunakan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk d ipertim bangkan, atas perhatian seila
perseiujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pernohon,

lnt :

:

:

:

'

:
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Lampiran
Perihal

LAMPIRAN

'

:

:Persetujuan Pengadaan KaPal

31

I C : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGCAL:

Pekanbaru,.................... 20....

Kepada Yth :

Sdf.
dr -

Menindaklaniuti surat petmohonan Saudara nomor tanggal

hal halperihal Permohonan Pengadaan Kapal, dapat disampaikan

sebagai berikut:

1. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon untuk pengurusan pengaoaan Kapal

adalah dengan melamPirkan :

a. Fotokopi KTP
b. NO Telp.i WA
c. Fotokopi Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP) Propinsi Riau

d. Fotokopi Akte pendirian untuk Badan Hukum (Perusahaan/Koperasi)
e. Gambar rencana umum kapal perikanan (khusus membangun kapal baru)
f. Rencana wilayah Penangkapan
g. Alat Tangkap yang digunakan

2. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Teknis dari Dinas Kelautan dan

Perikanan Pfovinsi Riau, dengan memperhatikan alokasi kuota penangkapan yang

bedaku dengan ini disampaikan bahwa permohonan Sauda'a ielah memenuhi
persyaratan untuk memperoleh izin pengadaan kapal perikanan sesual dengan
peraturan Yang berlaku.

3. Persetujuan pengadaan kapal ini dapat saudara gunakan sebagai rekomendasi teknis

untuk pengurusan dokumen kapal lainnya pada Kementefian Pefhubungan
atau

2.a. Dari hasilverifikasi yang dilakukan oleh petugas tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan
Propinsi Riau, di peroteh kesimpulan bahwa pengadaan kapal perikanan yang saudara
ajukan belum dapat kami setuiui, sehubungan dengan estimasi potensi perikanan di
WPP NRI yang saudara inginkan sudah penuh (Ovefiishing) Seandainya Saudara

berkenan maka wilayah penangkapan yang saudara ajukan dirubah di tempat lain

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU

Prt. Gyl
V/AKIL

Admin
Typewritten text
35 Tahun 2018 

21 Juni 2018

Admin
Typewritten text
ttd.



32-

LAMPIRAN ID : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :
TANGGAL :

Nomor : Kepada Yth:
Lampiran : BPk. Gubernur Riau

Perihal : Permohonan Baru (SIUP/SlPl/ Cq. Kepala Dinas Penanaman
SIKPIiBPKP-) Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Prntu Provlnsi Ria-
dl -

Pekanbaru
Yang berianda tangan dibawah ini :

1. Nama
2. No Telp. /WA :

3. Jabatan :

zi. Nama Perusahaan/Perorangan l

5. Alamat l

lvlengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP/SlPl/SlKPl/BPKP untuk usaha

Penangkapan ikan/atau pengangkutan ikan di wilayah peraifan Propinsi Riatl

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan, terlampir disampaikan :

1. Kelengkapan pefsyaratan permohonan SIUP :

a. Formulir pefmohonan (Lamplran 1d);

b. Rencana Usaha,

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau penanggungjawab pe.usahaan

d. Surat keterangan domisili usaha dafi desa/kelurahan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Propinsi Riau

f. Pas fhoto ukuran 4 x 6 cm 1 lembar (berwafna)

g. Surat keterangan pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan dari Dinas

Perikanan Kabupaten/Kota

h. Untuk alat tangkap lainnya wajib mencantumkan posisi pemasangan alat tangkap

i. Surat keterangan penangkapan/pengangkutan ikan dari dinas kabupaten/kota

j. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggunglawab yang

menyalaKan:

a. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-

undangan

b. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

c. Surat keterangan Asal Kapal dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

d. Surat ketefangan Pelabuhan lapor (loog book)

k. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan

L Untuk yang berbadan hukum ditambah melampirkan :

a. Akia Pendirian untuk Badan Hukum

b. Laporan Keuangan dan Pajak

c. Daftar pefsonalia perusahaan.
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2. Kelengkapan persyaratan permohonan SlPl/SlKPl:

a. Fotokopi Surat lzin usaha Pefikanan (SIUP)

b. FotokopiTanda Pendaftaran Kapal (Gross Akta)

c. Fotokopi gambar fencana umum /desain kapal (general arrangement)

d. l\,4elampirkan data kapal dengan format yang berlaku :

a. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal

b. Spesifikasi teknis kapal dan alat penangkap ikan

c. Fotokopi surat ukur kapal

d. Lapofan hasil pemeriksaan fisik kapal (asli) dilengkapi dengan dokumentasi

e. Rencana target spesies penangkapan ikan

f. Sufat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :

a. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan lingkungan dan

tindakan konservasi

b. Kesanggupan untuk mengisi logbook dan menggunakan nakhoda dan ABK

kewarganegaraan lndonesia

c. Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua keteniuan perundang u ndanga n

d. Keoenaran data dan Inlolmdsi

e. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan

penangkapin ik;n yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatuf (lUU Fishing)

g Bukti pembayaran retribusi izin usaha perlkanan

h Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (asli) dilengkapi dengan dokumentasr

i. Surat keterangan pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah dan pelabuhan pendaratan

ikan yang iikeiuarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang

bersangkutan.

j. Rekomendasi dari kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota yang

bersangkutan.

k. Untuk kapal penangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan berupa daftar nama sentra

kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan yang ditandatangani oleh Kepala

Dinas Pefikanan Kab/Kota (untuk usaha pengangkut ikan)

L Kelengkapan dokumen (uniuk usaha pengangkut kapaltuluan ekspor)

- Rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan

Fotokopi passport dan buku pelaut (seaman book)

- Foto nahkoda ukuran 4x6 cm berwarna (2 lembar)

- Daftar nama Anak Buah Kapal (ABK)

3. Kelengkapan persyaraian permohonan BPKP

a Foto copy KTP

b. Fotokopi NPWP Propinsi Riau

c. Pas photo Warna ukuran 4 x 6 = l lembaf

d. Spesifikasi teknis alat penangkap ikan

e. Spesifikasikapalpenangkap/pengangkutikan

f. Fotokopi pas kecil/pas besar/surat ukur

g. Fotocopi BPKP (Bagi pefpanjangan/perubahan)



h. Surat pernyataan kepemilikan
diketahui oleh KePala Dinas
bermateral cukuP.

i. Untuk kapal dengan ukufan besar

memiliki surat ukur sementara dan
dari tukang atau surat galangan

j. Untuk kapal dengan ukuran besar diatas 7 GT - 10 GT melampirkan Gross Akte'

k. Laporan hasil tangkapan ikan (untuk perpanjangan/perubahan)

I Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota setempat

m. Daftar nama sentra kegiatan nelayan tempat muai ikan yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota (untuk usaha pengangkut ikan)

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan, atas perhatian serta

pefsetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Pemoho n,

(_)

34-

hanya 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan yang

Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota setempat

dari 5 GT - 6 GT ( > 5 GT - < 7 GT) jika tidak

atau pas tahunan cukup dengan surat pernyataan

Tembusan : Kepada Yth
Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota
CATATAN
.) Coret yang tidak Perlu

lt. GUBER
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LAMPIRAN Ii A : PERATURAN

NOMOR

TANCGAL:

GUBERNUR RIAU

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN PELABUHAN PANGKALAN

Yang bedanda tangan dibawah
dengan ini menyatakan :

Nama Perusahaan/Perorangan

Nomor :

ini Kepala Dinas

Alamat
No Telp. /HpiWA
Nama Kapal
GT/Tanda selar
Jenis Usaha
Pelabuhan Pangkalan
Pelabuhan Singgah
Pelabuhan lMuat
No dan tanggal SIUP
No dan tanggal SIPYSIKPI )
Adalah benar kapal tersebut dengan pelabuhan singgah dl

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya

24.
Kepala Dinas Perikanan dan

Kelautan Kab. . ..

berpangkal

:

:

:

'

an ol

Per.kanan KabuPaten .....

(_=-.-)
NIP

Catatan.
.) Coret yang iak perlu
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LAMPIRAN II B I PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR |
TANGCIAL :

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI
DAN MELAKSANAKAN SEMUA KETENTUAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama Perusahaan/Perorangan
b. Alamat
c. No. Te le po n/H P^ryA,fax
d. No dan tanggal SIUP
e. No dan tanggal SlPl

Dengan ini menyatakan bahwa daLam operasional penangkapan ikan, tidak menggunakan
alai tangkap yang dilarang dan akan memaiuhi semua ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

20....
Yang menyatakan

Materai 6000
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LAMPIRAN II C : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :
TANCGAL :

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Saya yang bertandatangan di bawah Inl :

1. Nama
2. Pekerjaan
3. Nama Galangan

4. Alamat

5. Telp/ HPA /A

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama Kapal Penangkap lkan :

b Nama Pemilik KaPal

c Berat Koto'(GT)

d. Berat Bersrl' (N f)

e. I\,4erek dan Nomor l\/lesin

r. Daya l\ilesrn (PK) :

merupakan konstruksi kapal penangkap jkan/Penggangkut lkan dengan uKuran seoagal

berikut:

a. Panjang Kapal

b leoar Kapal :

c. Dalam KaPal

Dengan ini menyatakan bahwa data-data dan informasi yang dilampirkan dalam dokumen

pengurusan izin Kapal perikanan adalah data yang sebenar-benarnya Jika ternyata dl

kemudian hari data yang disampaikan tidak benaf, saya bersedia

mempertanggungjawabkannya sesuai aturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sellagal

surat keterangan ukur kapal.

Tg1, Bulan, Tahun
membuat Pernyataan,

C-nama dan tanda tangan -)

AKIL GUB

Admin
Typewritten text
35 Tahun 2018 

21 Juni 2018

Admin
Typewritten text
ttd.



KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

3B

LAMPIRAN II D PERATURAN

NOMOR :

TANGGAL :

KEPALA DINAS
KABUPATEN.,

GUBERNUR R]AU

PERIKANAN

Nomor
Sifat
Lamp
Perihal Rekomendasi Permohonan

Bafu /perpanjangan Penerbitan
SIUP/SIPI/SIKPYBPKP-

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
2. Pertinggal

Catatan l
.) Coret yang tak perlu

Tgl. Bulan, Tahun

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman l\,4odal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di

Pekanbaru

Bersama ini kami sampaikan kepada Bpkilbu berkas permohonan baru

untuk pengurusan SIUP/SlPlislKPI/BPKP.) bagi nelayan pefikanan

Kabupaten/Kota Sehubungan dengan hal tersebut, pada

prinsipnya Kami tidak keberatan uniuk penerbitan SIU P/SlPl/SIKPUBPKP. bagi

nelayan penangkapa /Pengangkut lkan yang bersangkutan dengan ketentuan

telah memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya dan dapat mematuhl
peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan keiasama yang baik kami

ucapkan terimakasih.

-nama da'l tanda tangan-
N IP,

Provinsi Riau
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LAMP]RAN

-39,

III A : PERATURAN

NOMOR :

TANGGAL:

Pemohon,

GUBERNUR R]AU

Sehubungan dengan persyafatan untuk kelengkapan pefmohonan pengurusan
SIUP/SIPyBPKP.) untuk usaha penangkapan ikan, bersama ini kami sampaikan spesifikasi
teknis kapal penangkap ikan yang digunaka'l sebagar ber [ut

Perihal : Spesifikasi Teknis Kapal
Penanqkap lkan

1. Spesifikasi Teknis Kapal Penangkap lkan
a. Nama Pemilik Kapal
b. Nama Kapal Penangkap ikan
c. Befat Kotor (GT)

d. Berat Bersih (NT)
e. Merk dan Nomor Mesi
f Daya llesin (PK)
g. Jumlah Palkah
h. Bahan dan Tahun Pembuatan

2 Pelabuhan Pangkalan Muat
3. Pe abuhan Bongkar/Tujuan

Derrikian disanpaikan. alas perhatian

Mengetahu i

Nama, Tandatangan dan NIP
Esselon lll/Esselon lV/Petugas Teknis)

Catatan. .) Coret yang tak perlu

I embusan : disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota setempai

Tanggal, Bulan, Tahun

Kepada Yth :

Bpk/lbu. Kepala Dinas Penanaman
I\,4odal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Riau
di-

Pekanbaru

'

dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

{ nama dan tanda tanoan-)
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III BLAMPIRAN

Perihal Spesifikasi Teknis
Alat Penanqkap lkan

I Untuk pengurusan SIPI/BPKP*)
'1 Spesifikasi Teknis Penangkap lkan :

a) Jenis Alat Penangkap lkan: G//nel
b) Float Rope
c) Slnker Line

d) JumLah pelampung

e) Jumlah pemberat

D N,4esh size jar ng

2 PeLabuhan Pendaratan lkan
3. Wllayah Penangkapan lkan
4. Foto Alatlangkap

ll. Untuk Alat tangkap Lainnya

Kepada Yth :

Bpk Bapak/lbu
Kepala Dlnas Penanaman l\,4odal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau

di -
Pekanbaru

(CONTOH)

PERATURAN

NOMOR ..

TANGGAL :

GUBERNUR RIAU

20.

Sehubungan deengan pengajuan penerbitan SIUP/SlPl/BPKP.) untuk kapal
Penangkap lkan KlV].............................bersama ini kaml sampaikan hal-hal sebagai berikut:

: 2250 meter
: 2250 metel
: 77 buah
: 375 kg

: 120 mm

r Pelabuhan Umum Bengkalis
r WPP 711 Laut C na Selatan
:Terlarnplf

(statis)

1. Spesifikasi Teknis Alat Penangkap lkan
a. Nama Alat Penangkap lkan : Bubu Tiang
b. Koordinat : a2" - 16' - 480"02' - 16' - 477" L -

100' - 41'
: 4,5 NI

.7N.4
: 1,5 N,4

: 0.5 - 4,5 inch
: Pefairan Kabupaten.............
: PU...

dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

69s" 100" - 41 806 BT
c. Buka lMulut Jaring
d. Panjang Alat Tangkap (Jaring)
e. Tinggi Mulut Alat (Jaring)
f. l\4esh Size Jaring

2 Wilayah Penangkapan lkan
3. Pelabuhan Pendarartan lkan

Demikian disampaikan, atas perhatian

l\4engetahui,
Kabid/Kasie/Petugas Teknis

NIP.
Catatan:
*) Coret yang tak perlu
*.) Diisi sesuai permohonan dan alat tangkap yang digunakan

Pemohon,
Perusahaan/Perorangan

 HASYIM
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LAMPIRAN III C : PERATURAN

NOMOR :

,IAN(I(]AL

GUBERNUR RIAU

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJAGA KELESTARIAN
SUMBERDAYA IKAN, LINGKUNGAN DAN TINDAKAN KONSERVASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama Perusahaan/Perorangan
b Ajamat
c. No. Telepon/fax
d. No dan tanggal SIUP
e. No dan tanggal SlPl

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tindakan konservasi terhadap :

1. Jenistangkapan sampingan (bycatch) befupa spesies hiu monyet (fhresher shark);
2. Non ikan yang tertangkap tidak sengaja (incidental catch) berupa burung laut, penyu laut

dan mamal.a laut termasu[ paus:
3 Tindakan konservasi tefhadap spesies poin 1 dan 2 diatas berupa .

a. l\,4elepaskan ikan yang tertangkap jika masih hidup,
b. lvlelakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang ieftangkap dalam keadaan matl

dan mendaratkannya dalam keadaan uiuh;
c. Melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan

melaporkannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Pfopinsi Riau melalui kepa{a
Dinas Kelautan dan Pefikanan Kabupaten/Kota sebagalmana tercantum dalam SlPl,
untuk diieruskan kepada Direktur Jenderal

4. Apabila saya melanggar ketentuan sepefti tersebut di atas maka saya bersedia
dikenakan sanksi administrasi beruDa oencabutan SlPl.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

20....
Yang rnenyatakan
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LAMPIRAN lII D : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :
TANCCAT. :

Yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama Perusahaan/Perorangan
b. Alarnat
c. No. Teleponifax/WA
d. No dan tanggal SIUP
e. No dan tanggal SlPl

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam operasional penangkapan ikan befsedia menyampaikan laporan log book
penangkapan ikan.

2. Dalam operasional penangkapan ikan/pengangkutan ikan bersedia untuk
menggunakan Nahkoda dan ABK befkewarganegaraan Indonesia.

3. Bahwa kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan aiau pengangkutan ikan
tidak tercantum dalam dafiar kapai yang melaklrkan penangkapan ikan
/pengangkutan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (lUU Fishing)

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.
Atas perhaiiannya diucapkan terima kasih.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENGISI LOG BOOK DAN MENGGUNAKAN NAKHODA DAN ABK WNI SERTA

MENGGUNAKAN KAPAL YANG TIDAK TERLIBAT IUU FISHING

20...
Yang menyatakan

Materai 6000

(_)
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LAMPIRAN III E PERATURAN

NOMOR :

TANGCAL:

GUBERNUR RIAU

20.

Nomor
Lampr[an
Perihal

Kepada Yth :

Bpk. Gubernur Riau
Spesifikasi Teknjs
tKan

Kapal Cq.
lvlodal dan

Kepala Dinas Penanaman
Pelayanan

Terpadu Prop. Riau
dl -

Pekanbaru

Pengangkut

Sehubungan dengan pengajuan penerbitan SIUP
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Speslfikasi Teknis Kapal Angkut
a Berat Kotor (GT) :

b. Kekuatan Mesin (PK)

c Kapasitas Palkah :

d Ruang Penyimpanan lkan

- Jur.lah :

Kapasitas :

2 Pe abuhan PangkaLan Muat :

3. PeLabuhan Singgah :

4. Pelabuhan Bongkar/Tujuan :

5. Daerah Pengumpulan :

6. Nomor lvlesin :

7. Merk Mesin

B Foto Mesin : Terlarnplr

Demikian disampaikan,

l\ilengeiahui,
Kabid/Kasie/Petugas Teknis

NIP.

Catatan. .) Coret yang tak perlu

dan SIKPI/SIKPPI ')kapal ..

atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,
Perusahaan /Perorangan
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LAMPIRAN IIIF I PERATURAN

NOMOR :

TANCCAL

GUBERNUR RlAU

Yang membuat Pernyataan,

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI 1 (SATU) KAPAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :

2. Alamat
3. Telp. /HP/WA :

4. Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya hanya mempunyai 1

(satu) unit kapal penangkap ikan/pengangkutan ikan dalam melakukan usaha penangkapan
ikan/pengangkutan 

'kan 
di wilayah perairan Kabupaten

Demikian Surai Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana perlunya.

,Tgl, Bulan, Tahun

lvlengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota

NIP.
(--nama dan tanda tangan-)
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LAMPIRAN III G : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :
TAN(I(IAL :

LAPORAN KEGIATAN USAHA (LKU) DAN
LAPORAN KEGIATAN PENANGKAPAN {LKP)

TAHUN ......................

1. Data Perusahaan/perorangan
a. Nama Perusahaan/Perorangan
b. Alamat
c No. Telepon/fax
d. No dan tanggal SIUP

2. ldentitas Kapal
a. Nama kapal
b. No. Dan ianggal SlPl
c. Berat kotor (GT)
d. Kekuatan Mesin (PK)
e. Kapasitas palkah
f. Alat tangkap

J. udcr dr I Pcr rdr r9^dP L^dr I

4. Pelabuhan pangkalan

5. Total hasil penagkapan ikan selama pefiode pelapofan 3 (tiga) bulan

t\o Jenis lkan Hasil Tangkapan
Jumlah Hasil

Tangkapan (Ton)
Nilai Jumlah Hasil
Tanqkaoan (Rp)

1

2

3
4

dst

6. Jumlah trip selama periode pelaporan 3 (tiga) bulan :

/ Jumlah hari operasi/trip :

B. Jumlah hari opefasi Efektifltrip

20.
Penanggung jawab Perusahaan/

Perorangan
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LAMPIRAN II] H : PERATURAN

NO MOR

TA\CCAL:

GUBERNUR RIAU

LAPORAN KEGIATAN USAHA (LKU) DAN
LAPORAN KEGIATAN PENGANGKUT (LKP)

TAHUN ......................

l Data Perusahaan/perorangan
a. Nama Perusahaan/Perorangan
b. Alamat
c. No. Telepon/fax
d. No dan tanggal SIUP

ldentitas Kapal
a. Nama kapal
b. No. Dan tanggal SIKPI
c. Berat kotor (GT)
d. Kekuatan N4esin (PK)
e. Kapasitas palkah

3 Jenis l\,4uatan

4. Perolehan ikan yang diangkut
- Hasil tangkapan perusahaan sendifi

-) pilih yang sesual

N,4embeli

N4engangkut milik perusahaan lain (sebutkan)
- Larnnya

5. Pelabuhan angkut/muat, jenis dan jumlah ikan yang diangkut:

Nama Pelabuhan
AnqkuUl\,4uat

Jenis lkan Utama
vanq Dianqkut

Volume lkan I Nilai lkan yang
(To!t/e(ql Dianskut (Rp)

Jumlah Total

Admin
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6. Pelabuhan Tujuan, Jenis dan Jumlah lkan yang diangkut

Nama Pelabuhan
Tujuan

Jenis lkan Utama
yang Diangkut

Jumlah lkan
(Ton/eko0

Diangkut (Rp)

Jumlah Total

20...
Penanggung jawab Perusahaan/

Perorangan
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LAMPIRAN IV A I PERATU RAN CUBERNUR RIAU

NOMOR :
TANGGAL :

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :

2. Alamat .

3. No Telp. HPAryA :

4 Nama Kapal :

5 Tanda Selar :

6. No. SIUP :

7. No. SlPl :

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi / tanpa hak substitusi untuk mengufus
pembuatan:

1. Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) baru / perubahan
2. Surat lzin Penangkapan lkan (SlPl) baru / perubahan / perpanjangan
3. Surat lzin Usaha Kapal Pengangkut lkan (SlKPl) baru / perubahan / perpanjangan
4. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) baru /perpanjangan
5 ..........................

Dikantor Dinas Penanaman N4odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, kepada
.

'1. Nama :

2. Alamat :

3. No. KTP :

4. Pekefjaan :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak
manapun seda dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa Yang Memberi Kuasa

( .. )

20
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